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RINGKASAN

DIVA KANIA DEVITA. Tinjauan Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. (The Overview of Budgeting in the
Regional Financial Management and Asset of in Banten Province). Dibimbing oleh
MELA NURDIALY

Anggaran merupakan suatu rencana kegiatan dalam suatu periode dalam
bentuk rencana pendapatan dan belanja yang menggambarkan kondisi keuangan
dari pemerintahan meliputi pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran dijadikan
sebagai dasar berjalannya rencana yang akan dicapai dimasa yang akan datang dan
pada masa yang sama anggaran dapat menjadi alat control.

Tujuan penulis Laporan akhir im1 untuk menjelaskan prosedur penyusunan
anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten,
menjelaskan dokumen dan data yang dibutuhkan untuk menjadi dasar penyusunan
penyusunan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Banten, menjelaskan pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bantendan menjelaskan
hambatan dalam penyusunan penyusunan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Dagsah. Provinsi Banten. JUntuk melengkapi tugaseakhir ini penulis
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dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana
otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Gubemur melalui
Sekretaris Daerah.

Penyusunan anggaran BPKAD Provinsi Banten terdiri dari beberapa tahap,
yaitu penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA
SKPD), pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah,
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (RKA SKPD) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Pemerintah Daerah (DPA SKPD). Dokumen dan data yang dibutuhkan untuk
penyusunan anggaran yaitu RENJA, berita acara forum perangkat daerah, berita
acara Musrenbang, nota kesepakatan KUA PPAS, dan RKA. Pihak yang terlibat
dalam penyusunan anggaran yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).

Kata kunci : anggaran, BPKAD Provinsi Banten, proses penyusunan anggaran.



